
Catatan Atas Laporan Keuangan 
DPM-PTSP Provinsi Jambi 2021. 

1  

 

 

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
SKPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

PROVINSI JAMBI. 

 

TAHUN 2021. 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 01 mengenai 

Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi adalah prinsip- 

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

 

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

 

1.1. Maksud 

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode 

berjalan untuk  membiayai seluruh pengeluaran. 

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber 

daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 
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3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah 

dicapai. 

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD mendanai seluruh 

kegiatannya dan mencukupi  kebutuhan kasnya. 

1.2. Tujuan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai 

posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas 

pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan 

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk 

menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. 

 

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

 
Pelaporan keuangan daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : 

a. UU NO. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

b. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

c. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

d. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 

e. UU No. 30 tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601); 

f. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

g. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

h. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengeloaan Uang Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

i. Perpres RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5334); 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan 

Penyampaiaannya; 

l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15); 

m. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Poerubahan ketiga atas 

Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2013 Nomor 34). 

 

A. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 

Bab I Pendahuluan 

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 

2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 

3. Sistematika penulisan catatan atas  laporan keuangan  SKPD. 

 
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target 

Kinerja APBD SKPD 

 

1. Ekonomi Makro 

2. Kebijakan Keuangan 

3. Indikator pencapaian target kinerja APBD 

 
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja  Keuangan SKPD 

 

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan. 

 

Bab IV Kebijakan Akuntansi 

 

1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan  daerah SKPD. 

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. 
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3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang 

ada dalam  standar akuntansi pemerintah. 

 
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD 

 
1. Rincian dan penjelasan masing - masing pos - pos pelaporan 

keuangan SKPD 

2. Pendapatan 

3. Belanja 

4. Aset 

5. Kewajiban 

6. Ekuitas dana 
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BAB II 

 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 

PENCAPAIAN TARGET KINERJA  APBD SKPD 

 

1. Ekonomi Makro 

Kerangka Ekonomi   Makro   dan   Pembiayaan Pembangunan pada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 memberikan gambaran 

ekonomi makro tahun 2021 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. 

Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan 

serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan 

dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun  2021. 

 
A. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 

Dalam tahun 2021, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk 

“Mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan 

menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan 

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia 

berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat”. 

 
Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. Untuk itu KEBIJAKAN 

EKONOMI MAKRO DIARAHKAN UNTUK “Mempercepat Pembangunan 

Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”. 

dengan mengatasi berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu 

langkah-langkah kebijakan lebih serius ditempuh untuk meningkatkan 

pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum 

termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, di 

wilayah pedesaan. Hanya dengan demikian pemecahan masalah-masalah 

sosial mendasar seperti kemiskinan dan penggangguran dapat segera 

diselesaikan. 
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Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan 

meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan 

daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang 

ada yaitu dengan melaksanakan menyederhanakan prosedur perizinan, 

mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar 

sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim 

ketenaga kerjaan. 

 
Meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur, serta 

meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit 

kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan. 

Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan 

pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan 

pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas 

pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan 

yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan 

mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi agar tidak terlalu 

rendah dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan biaya-biaya non-UMP 

mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta membangun 

hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. 

Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha 

kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya 

untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan berbagai kebijakan 

lintas sektoral mengarah pada penciptaan kesempatan usaha ,pemberdayaan 

masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta 

pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. 

 
Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap 

memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas 

ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan 

sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, 

perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai 
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otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem pengelolaan keuangan 

secara bertahap. 

 
B. PERKEMBANGAN INVESTASI DI PROVINSI JAMBI 

 
Realisasi Investasi 

 
 

DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam upaya melaksanakan pembinaan dan 

pengendalian kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi, telah melakukan 

pengawasan langsung ke lapangan, sejumlah 140 proyek yang tersebar di seluruh 

wilayah kabupaten / kota se - Provinsi Jambi. Hal ini dilakukan dalam upaya 

pencapaian target dan realisasi penanaman modal, baik PMDN maupun PMA di 

Provinsi Jambi, sebagai berikut : 

 
Data Perkembangan Realisasi Ivestasi Tahun 2016 s.d 2020 

 

NO Tahun PMDN PMA Total Realisasi 

1 2016 Rp.3.884.440.000.000 Rp. 831.444.000.000 Rp.4.715.884.000.000 

2 2017 Rp.4.260.684.800.000 Rp.1.026.404.280.000 Rp.5.287.089.080.000 

3 2018 Rp.3.128.225.800.000 Rp. 481.754.120.000 Rp.2.318.275.520.000 

4 2019 Rp.3.279.221.300.000 Rp. 645.318.000.000 Rp.3.924.539.300.000 

5 2020 Rp.3.511.700.000.000 Rp. 388.800.000.000 Rp.3.900.500.000.000 

 

Realisasi investasi sampai tahun 2020 sebesar Rp.3.900.500.000.000,- (3,9 Trilyun) 

yang terdiri dari PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp.3.511.700.000.000,- dan 

PMA dengan nilai investasi sebesar Rp.388.800.000.000,-. 

Pelayanan Perizinan 
 

Sepanjang tahun 2020 (1 Januari s/d 31 Desember 2021) DPM-PTSP Provinsi Jambi, 

telah menerbitkan 668 (Enam Ratus enam puluh delapan) perizinan dan non perizinan, 

yang terdiiri dari 268 Perizinan dan 400 Non Perizinan, secara lengkap tercantum 

dalam tabel berikut ini: 
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TABEL REKAPITULASI PER-SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

YANG TELAH DI TERBITKAN DARI JANUARI 2021 S/D DESEMBER 2021 

 

 
NO 

 
BIDANG 

YANG DITERBITKAN 
JUMLAH 

KESELURUHAN PERIZINAN 
NON 

PERIZINAN 

1 Penanaman Modal - - - 

2 Penelitian Daerah - 165 165 

3 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat 
7 - 7 

4 Sosial dan Dukcapil - - - 

5 Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - 

6 Koperasi dan UKM 4 3 7 

7 
Tanaman Pangan dan Holtikultura 

dan Peternakan 
2 45 47 

8 Perkebunan 10 8 18 

9 Kebudayaan dan Pariwisata - - - 

10 Kesehatan 21 1 22 

11 Energi dan Sumber Daya Mineral 175 20 195 

12 Perikanan dan Kelautan 27 - 27 

13 Perhubungan dan LLAJR 4 144 148 

14 Lingkungan Hidup 8 2 10 

15 Kehutanan 10 7 17 

16 Perhubungan 17 73 90 

17 Peenelitian Daerah - 165 165 

18 Sosial - 5 5 

 
Jumlah Keseluruhan 268 400 668 

 

Disamping capaian di atas, dalam rangka memberikan pelayanan perizinan kepada 

masyarakat secara maksimal sebagai upaya mendukung Visi Jambi Tuntas 2021, DPM-

PTSP Provinsi Jambi berhasil meraih Investment award sebagai nomine terbaik 

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu tingkat nasional. Demikian juga terhadap 

hasil survey kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan DPM-PTSP Provinsi 

Jambi berhasil meraih predikat Baik dengan mutu pelayanan pada kategori “B”. 
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2.1. Kebijakan Keuangan 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau 

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Provinsi Jambi Tahun 2018 dan Pergub No.57 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Jambi dengan tujuan dan sasaran program sebagai berikut : 

1. Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing. 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dalam rangka 

peningkatan daya saing. 

3. Meningkatnya realisasi investasi. 

4. Penanaman Modal yang berkualitas dan berkelanjutan. 

5. Meningkatnya daya tarik investasi di provinsi jambi. 

6. Tersusunnya perencanaan investasi yang 

interaktif,kolaboratif,implementatif,harmonis dan berwawasan 

lingkungan dalam rangka peningkatan daya saing. 

7. Meningkatkan citra Jambi sebagai salah satu daerah tujuan 

investasi yang Ekonomi Maju , Mandiri , adil dan Sejahtera yaitu 

dikenal dengan Jambi TUNTAS 2016-2021. 

 
2.2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA 

DPM-PTSP PROVINSI JAMBI 

Berdasarkan uraian diatas, program dan kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi 

memiliki sasaran dan indikator kinerja utama, guna tercapainya capaian 

program yang ada, DPM-PTSP Provinsi Jambi selama tahun 2020 telah 

melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi Tahun 

2020, dengan realisasi serta capaian yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini : 
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Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2020 

 

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Rp 1.078.974.042,- - 

No Kegiatan 
Total dana 

APBD(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 
257.671.960- 212.897.000- 82.62 

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 222.062.000,- 222.062.000,- 100 

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 184.717.040.,- 182.832.000,- 98,97 

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.549.080- 92.518.000,- 99.96 

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.821.350,-- 29.048.000,- 94,24 

6 
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
20.852.641,- 20.757.100,- 99,54 

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 73.450.000,- 70.250.000,- 95,64 

8 
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 

Daerah 
196.849.971,- 196.019.825,- 99,57 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp940.820.440,- 
 

No Kegiatan 
Total dana 

APBD(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 33.199.000,- 33.150.000,- 99,85 

2 
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan 
Gedung Kantor 

61.250.000,- 61.250.000,- 100 

3 
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan 

Dinas / Operasional 
311.948.640,- 303.075.400,- 97,15 

4 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 391.268.800.,- 386.236.000,- 98,71 

5 
Kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung 

Kantor. 
143.154.000,- 142.304.000,- 99.40 

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp.61.750000,- 
 

No Kegiatan 
Total dana 

APBD(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta 

perlengkapannya 
61.750.000,- 60.500.000,- 99.94 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp.16.988.400,- 
 

No Kegiatan 
Total dana 

APBD(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal 16.988.400,- 16.988.400,- 100 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.108.813.900,- 

No Kegiatan Total dana 

APBD(Rp) 
Realisasi (Rp) 

Capaian 

(%) 

1 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD 108.813.900 108.547.600,- 99.75 

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Rp.615.217.330,- 
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1 Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan dan 

PTSP di Provinsi Jambi 
15.141.500,- 14.867.000,- 98,18 

2 Kegiatan Survei Indeks Kepuasan 
76.750.000,- 76.306.200,- 99,42 

3 Kegiatan Pemantauan Sinkronisasi dan 

Implementasi Perizinan 
 

59.583.300,- 
 

58.833.300,- 
 

98,74 

4 Kegiatan   Advokasi   Permasalahan Penanaman 
Modal 

49.705.000,- 49.628.550,- 99,84 

5 Kegiatan Forum Komunikasi Penanaman Modal 72.131.400,- 71.131.400,- 98.61 

6 Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perizinan 106.346.900,- 105.764.100,- 97.46 

7 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Investasi Propinsi 
Jambi 

11.760.000,- 11.460.000,- 97.44 

8 Forum Mediasi konflik perusahaan PMA/PMDN 11.154.600,- 11.154.600,- 100 

9 Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian PM 30.271.250.- 30.271.250,- 100 

10 Fasilitasi penyusunan kebijakan perizinan 19.067.900,- 17.192.900,- 90,16 

11 Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis 

(kemitraan) 
21.896.400,- 21.893.400,- 99,98 

12 Temu Usaha dan Promosi Investasi Luar Negeri 25.740.700,- 25.740.700,- 100 

13 Temu Usaha dan Promosi Investasi Dalam Negeri 66.088.130,- 66.088.130,- 100 

14 Kegiatan Harmonisasi perencanaan dan 

Pengembangan PM 
49.580.250,- 49.570.250,- 99,97 

     

  

Jumlah 
2.822.564.112,- 2.748.337.105 97,37 

 

Secara umum capaian program DPM-PTSP Provinsi Jambi tahun 2020 adalah 96.94%. 

Untuk laporan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah Anggaran : Rp. 11.701.756.468.69,- 

2. Realisasi : Rp. 11.366.242.228,- 

Dengan Rincian : 

1. Belanja Operasi : Rp. 10.779.411.228,- 

- Belanja Pegawai : Rp. 9.086.107.123- 

- Belanja Barang : Rp. 1.693.304.105,- 

2. Belanja Modal : Rp. 586.831.000,- 

- Belanja Peralatan dan Mesin : Rp. 458.756.000,- 

- Belanja Bangunan dan Gedung : Rp. 128.075.000,- 

- Belanja Aset Lasinnya : Rp. ,- 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 

 
 

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 

 
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi 

dan strategis instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai 

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang 

keberhasilan dan  kegagalan pencapaian tujuan dan  sasaran. 

 

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan 

yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program / kegiatan 

pada tahun-tahun mendatang. 

 

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai 

berikut : 

1.1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur 

keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai. 

1.2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas : 

a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk 

pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan ouput (keluaran). 

b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung 

dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik. 

c. Indikator Outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung. 

d. Indikator Benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan 

akhir dari suatu kegiatan. 

e. Indikator Impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif 

maupun negatif pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi 

yang telah ditetapkan. 
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Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh 

pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi 

untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja, input, output 

dan outcome antara yang direncanakan /diharapkan dengan realisasi, atau antar 

rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai DPM- 

PTSP Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab 

terjadinya celah kinerja karena realisasi berbeda dengan rencana yang 

direncanakan. 

 
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah 

ditetapkan adalah : 

 
2.1. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah 

dilakukan, selanjutnya dapat dilakukan analisis terhadap berbagai 

permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja tersebut. 

2.2. Hambatan dan Permasalahan 

Selama Tahun 2020 DPM-PTSP Provinsi Jambi telah merumuskan 

sasaran-sasaran strategisnya. Keberhasilan sasaran pada DPM-PTSP 

Provinsi Jambi pada umumnya tidak banyak mengalami kegagalan, dan 

hal tersebut dapat terlihat pada tingkat pencapaian setiap program yang 

telah dilaksanakan, pada umumnya telah mencapai diatas 90,25 %. Hal ini 

mengingat program/proyek pada DPM-PTSP Provinsi Jambi lebih banyak 

bersifat koordinasi dengan berbagai instansi dan Kabupaten/Kota sehingga 

pelaksanaan tidak banyak mengalami permasalahan yang signifikan. 

Beberapa permasalahan dalam pencapaian visi dan misi DPM-PTSP 

Provinsi Jambi melalui program dan kegiatan SKPD DPM-PTSP Provinsi 

Jambi tahun 2020 antara lain sebagai berikut : 

a. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan program-program 

pembangunan dan Pengembangan investasi Daerah. Salah satu hal 

penting adalah komitmen daerah kabupaten/kota terhadap kesepakatan 

yang telah disusun termasuk komitmen penyusunan RT-RW Provinsi 
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Jambi yang masih menghadapi kendala dalam penetapan Perda RT- 

RW Provinsi Jambi dimaksud. 

b. Masih perlu berkoordinasi dengan baik wadah penanaman modal di 

Kabupaten/Kota. 

c. Masih adanya kendala kerjasama pembangunan dengan berbagai 

lembaga, pemerintah maupun swasta serta luar negeri, hal ini 

disebabkan kurangnya pengkajian program secara mendalam yang 

akan dikerjasamakan, disamping masih kurang intensifnya negosiasi 

dengan lembaga dimaksud. 

d. Telah optimalnya pemanfaatan sistem Pengendaliaan dan Evaluasi 

Pengawasan Penanaman modal. 

e. Telah dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan 

secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi 

timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan DPM- 

PTSP Provinsi Jambi. 

f. Masih kurangnya minat staf untuk memetik pelajaran dan pengalaman 

proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, 

dikarenakan masih kurangnya daya inovasi dan kreasi sehingga kurang 

responsif dan akomodatif terhadap perubahan strategi. 

g. Hal ini sebenarnya dapat diwadahi melalui forum atau media baik 

elektronik maupun cetak yang dimiliki DPM-PTSP Provinsi Jambi 

dalam mendukung peningkatan dan pengembangan kompetensi 

pegawai. 

h. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan 

mempunyai kompetensi yang tinggi, belum merata dalam berbagai 

bidang tugas (bidang teknik Perencanaan dan Money). 

i. Telah terakomodasinya aspirasi masyarakat karena keikut sertaannya 

dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan dalam 

kebijakan publik, masih sangat kecil. 

j. Belum seluruhnya data base yang tersedia, dapat menjawab kebutuhan 

dalam penyusunan investasi kedepan, karena kevalidan dan sumber 

data yang berbeda-beda. 
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k. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang 

kegiatan DPM-PTSP Provinsi Jambi. 

 
2.3. Upaya Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi kedepan, 

maka yang diperlukan antara lain : 

a. Bahwa masih perlu peningkatan koordinasi berbagai program 

pembangunan yang berkaitan, begitu juga koordinasi Provinsi dengan 

Kabupaten/Kota, sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. 

b. Bahwa dalam pengaturan jadwal kegiatan proyek, perlu disesuaikan 

antara jumlah kegiatan atau tingkat kesulitan dalam proyek tersebut 

dengan waktu dan dana yang tersedia, sehingga tidak ada 

proyek/kegiatan yang dipaksakan harus selesai atau tidak dapat 

terlaksana. 

c. Bahwa masih perlu percepatan persiapan proyek/kegiatan yaitu 

pengambilan langkah dan antisipasi yang cepat dan tepat, terutama 

dalam proses pengadministrasian sebelum masuk tahap pelaksanaan. 

d. Bahwa setiap pengelola proyek sebaiknya mengetahui dan memahami 

betul core dari suatu kegiatan baik input, output,outcome, Benefit serta 

imfectnya yang perlu diberikan asistensi khusus, mengenai apa yang 

perlu dilakukan dan yang menjadi kewajibannya. 

e. Bahwa perlu dijadwalkan secara khusus pertemuan baik secara berkala 

maupun insidentil dengan pengelola kegiatan/proyek, untuk 

mengevaluasi kinerja proyek setiap bulannya. 

f. Bahwa setiap bidang dan Sekretariat sebaiknya membuat laporan 

tengah tahunan dan laporan tahunan, untuk mengetahui kegiatan yang 

telah dilaksanakan, sehingga ini memudahkan menyusun laporan 

Keuangan, laporan akuntabilitas dan penyusunan rencana kinerja 

DPM-PTSP Provinsi Jambi. 

g. Peningkatan Kompetensi pejabat DPM-PTSP Provinsi Jambi melalui 

program pendidikan dan pelatihan tehnis sesuai dengan tupoksi 

masing-masing bidang. 
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h. Peningkatan mutu hasil pemantauan dan evaluasi kinerja 

Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan investasi. 
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BAB IV 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 
1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD 

1.1. Entitas akuntansi 

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai 

pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan 

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan 

kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagian entitas akuntansi 

melimpahkan wewenangnya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan 

satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan 

akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan 

keuangan berupa : 

a. laporan realisasi anggaran (LRA) 

b. neraca 

c. catatan atas laporan keuangan (CALK) 

 
Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada 

unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh 

entitas pelaporan. 

1.2. Entitas Pelaporan 

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan 

pada umumnya berisikan : 

a. entitas tersebut dibiayai oleh APBD. 

b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 

c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau 

pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. 
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d. Entitas tersebut membuat pertanggung jawaban, baik langsung maupun 

tidak lansung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui 

anggaran. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Kepala 

Daerah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya kepala daerah sebagai 

entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada kepala satuan 

kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) sebagai pejabat pengelola 

keuangan daerah (PPKD) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Asset Daerah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharaan Umum Daerah. 

( BUD ) 

1.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD DPM-PTSP 

Provinsi Jambi adalah Akrual Basis untuk pengakuan pendapatan belanja dan 

pembiayaan dalam laporan Realisasi Anggaran dan basis akurat untuk 

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. 

1.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 

SKPD 

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas 

penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban, dan ekuitas 

dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, 

kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan 

historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas 

atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset 

tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana 

dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban. 

 

1.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada 

dalam standar akuntansi pemerintah ( SAP ) 

 

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan 

kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan 

sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) 
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Aset tetap belum dilakukan penyusutan karena aset tetap tersebut masih dikelola 

oleh Pemerintah Provinsi Jambi yaitu Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan 

Daerah Setda Provinsi Jambi dan sampai saat ini aset tetap belum diserah 

terimakan ke SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi. 
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Bab V 

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 

 

1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran 

 

1.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 

SKPD 

 

B. Pendapatan 

Pendapatan Dan Belanja Daerah pada SKPD DPM-PTSP Provinsi Jambi : 

nihil 

1. Belanja 

1. Belanja Pegawai tersedia dalam APBD SKPD   DPM-PTSP 

Provinsi Jambi sebesar Rp.9.347.394,- tahun 2020 terealisasi sebesar 

Rp.9.086.107 (97.20%). 

2. Belanja barang dan jasa tersedia dalam APBD SKPD DPM-PTSP 

Provinsi Jambi sebesar Rp.1.761.574.352., terealisasi sebesar 

Rp.1.693.304.105 (96.12%). 

3. Belanja Modal tersedia dalam anggaran SKPD DPM-PTSP Provinsi 

Jambi sebesar Rp.592.787.760- terealisasi sebesar Rp.586.831.000- 

(99.36%). 

 

1.2 Penjelasan Pos-pos Neraca 

 

Penjelasan pos-pos Neraca ini hanya untuk pos-pos yang terdapat dalam 

Neraca per 31 Desember 2020 

 

1.2.1. ASET 

1. ASET LANCAR 

a. Kas di Bendahara Pengeluaran :nihil 

b. Investasi Jangka Pendek :Nihil 

c. Piutang :Nihil 

d. Piutang Lain-lain :Nihil 

e. Persediaan :Rp. - 

 

JUMLAH ASET LANCAR :Rp.- 



Catatan Atas Laporan Keuangan 
DPM-PTSP Provinsi Jambi 2021. 

22  

2. INVESTASI JANGKA PANJANG 

a. Investasi Non Permanen 

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 Nihil 

b. Investasi Permanen 

Investasi Permanen per 31 Desember 2020 Nihil 

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG : Nihil 

 

3. ASET TETAP 

 

Saldo Aset Tetap merupakan akumulasi nilai perolehan sampai 31 

Desember 2020 yang terdiri atas aset-aset sebagai berikut : 

 

a. Tanah : Nihil 

b. Peralatan dan Mesin :Rp.5.138.543.015,00 

c. Gedung dan Bangunan :Rp.3.544.261.652,00 

d. Jalan. Irigasi dan Jaringan :Nihil 

e. Aset Tetap Lainnya :nihil 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan :Nihil. 

g. AkumulasiPenyusutan :(Rp.5.696.022.449,98) 

JUMLAH ASET TETAP :Rp.2.986.782.217,02 

 

4. DANA CADANGAN 

- Dana Cadangan 

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2016. : Nihil 

JUMLAH DANA CADANGAN : Nihil. 

 

5. ASET LAINYA 

- Tagihan piutang penjualan Angsuran : Nihil. 

- Tagihan piutang Ganti Kerugian Daerah : Nihil 

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) : Nihil 

- Aset tidak berujud :Rp. 224.300.000,00 

- Aset Lain-lain :Rp. 220.752.438,00 

- Aset Amortisasi :(Rp. 176.408.333,33) 

-Akumulasi penyusutan aset lainnya :(Rp. 204.952.438,00 ) 

JUMLAH ASET LAINYA :Rp. 63.691.666,67 

JUMLAH ASET :Rp.3.050.473.883,69 

 

6. KEWAJIBAN. 

 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK. 

a. Utang Perhitungan pihak ketiga (PPK) 

Saldo Utang Pihak ketiga per 31 Des 2020:Rp. Nihil 

 

b. Utang Bunga 

Saldo Utang Bunga per 31 Des 2020 Nihil 

 

c. Utang Pajak 
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Saldo Utang Pajak per 31 Des 2020 nihil 

d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Saldo bagian utang jangka panjang per 31 Des 2020 nihil 

 

e. Pendapatan diterima di muka 

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Des 2020 nihil 

 

f. Utang Jangka Pendek Lainya 

Utang jangka pendek lainnya per 31 Des 2020 Nihil 

g. Utang Belanja Jasa Kantor : Nihil 

 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK : N I H I L 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG : N I H I L. 

JUMLAH KEWAJIBAN : N I H I L- 

 
 

7. EKUITAS DANA 

EKUITAS DANA LANCAR 

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SILPA) : Nihil 

b. Cadangan untuk Piutang : Nihil 

c. Cadangan untuk Persediaan : Nihil 

d. Dana disediakan untuk pembayaran utang : Nihil 

e. Pendapatan yang ditangguhkan : Nihil 

JUMLAH EKUITASI DANA LANCAR: Nihil 

 

8. EKUITAS DANA INVESTASI 

 

a. Diinvestasikan jakang panjang : Nihil 

a.Diinvestasikan dalam Aset Tetap :Rp.- 

b.Diinvestasikan dalam aset lainya ( tidak :Rp- 

termasuk dana Cadangan ) 

d. Dana pembayaran utang jangka panjang : Nihil. 

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI : Nihil 

 

9. EKUITASI DANA CADANGAN 

 

Diinvestasikan dalam dana cadangan : Nihil 

JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN : Nihil 

 :Rp.3.050.473.883,00 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 

:Rp.3.050.473.883,00 JUMLAH EKUITAS DANA 
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BAB VI 

P E N U T U P 

 
 

Dapat dipahami bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya 

pencapaian kinerja yang dialami selama tahun 2020 hendaknya dapat diselesaikan 

secara arif dan bijaksana menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung 

pelaksanaan good governance yang lebih baik dimasa mendatang. 

 
Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi DPM-PTSP Provinsi Jambi dalam 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana 

Strategik DPM-PTSP Provinsi Jambi , maka dipandang perlu upaya peningkatan 

terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan 

antara lain melalui; optimalisasi kerjasama baik secara internal maupun eksternal, 

optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta peningkatan 

kinerja aparatur perencana yang professional. 

 
Akhirnya, semoga Catatan Atas Laporan Keuangan CALK SKPD DPM-PTSP Provinsi 

Jambi tahun 2020 dapat menjadi media pembelajaran dan pertanggungjawaban bersama 

khususnya bagi Bidang-bidang kerja di DPM-PTSP sendiri dalam rangka pencapaian 

visi, misi dan tujuan serta penyempurnaan kinerja DPM-PTSP Provinsi Jambi di masa 

mendatang. 

 

Mengetahui, 

KEPALA DPM-PTSP 

PROVINSI JAMBI 
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